
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN 

KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN,

: a. bahwa untuk tertibnya substansi dan pedoman keijasama 
publikasi Pemerintah Kabupaten Katingan dengan media 
massa, sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 
Tahun 2022 tentang Pedoman Keijasama Publikasi
Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa, 
perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan 
kewenangan tupoksi masing-masing perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 
Tahun 2022 tentang Pedoman Keijasama Publikasi
Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Media Massa;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5852);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan 
pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 
Per/12/M. PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum 
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 337);
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11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN 
KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 
DENGAN MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 
Tahun 2022 tentang Pedoman Keijasama Publikasi pemerintah 
Kabupaten Katingan dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2022 Nomor 701) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (DPRD);
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Katingan;
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Katingan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
9. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jumalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, 
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 
dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 
elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;

10. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang 
berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan 
pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers;

11. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang 
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media 
cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan 
media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, 
menyiarkan, atau menyalurkan informasi;



- 4 -

12. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media 
cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat 
umum dalam memperoleh informasi;

13. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi 
perusahaan pers;

14. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat 
berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak;

15. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan 
kegiatan jumalistik;

16. Wartawan Profesional adalah pegiat jumalistik yang dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik 
wartawan dan/atau aturan bersifat universal di bidang 
jumalistik;

17. Kode etik jumalistik adalah himpunan etika profesi 
ke wartawanan;

18. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk 
menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari 
sumber berita yang hams dirahasiakannya;

19. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk 
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan 
bempa fakta yang memgikan nama baiknya;

20. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau 
memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh 
pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;

21. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau 
ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar 
yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang 
bersangkutan;

22. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti 
oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan 
kegiatan jumalistik (kompetensi muda, madya dan utama);

23. Visi dan Misi adalah Penjabaran dari “Katingan Bermartabat
Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera” dan Misi 
adalah Penjabaran dari (1) Menciptakan pemerintahan yang 
bersih, berwibawa dan inovatif serta mewujudkan supremasi 
hukum; (2) Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing 
dan kemandirian pangan; (3) Memantapkan pembangunan 
pedesaan; (4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 
peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan deraj at
kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender; (5) 
Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air 
bersih dan komunikasi; (6) Meningkatkan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang 
berkesinambungan; (7) Harmonisasi antar lapisan masyarakat 
dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat dan sosial 
budaya;

24. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah 
yang tertuang dalam dokumen Rencana Program Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD);

25. Keijasama adalah hubungan yang saling menguntungkan 
dan/atau memperoleh nilai manfaat;

26. Surat Peijanjian Keijasama (SPK) adalah Surat Perjanjian yang 
dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan 
Media Massa dalam rangka keijasama yang berisi peraturan- 
peraturan secara garis besar mengenai urusan yang 
dikeijasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan 
hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
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27. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang 
berlaku.

28. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari 
media elektronik (monitor);

29. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh pengguna 
anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran 
kelengkapan persyaratan media massa sesuai dengan kriteria 
dan ketentuan serta persyaratan;

30. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya 
penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan 
mengandung nilai-nilai berita;

31. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat 
berbentuk berita dalam gambar;

32. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang 
tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak 
yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan;

33. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan 
yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa 
menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan;

34. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan- 
pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian 
masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka 
hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan 
kehidupan umum;

35. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari 
tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa teijadi;

36. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar 
melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang 
dilakukan;

37. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk 
penerbitan advertorial, galeri foto, Banner, video streaming, 
program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan 
yang ditujukan kepada pimpinan media;

38. Force majure adalah keadaan yang teijadi di luar kekuasaan 
seseorang atau bisa juga disebut sebagai keadaan kahar.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Perusahaan pers yang disetujui melakukan keijasama adalah 
perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (4) dan sesuai kriteria keijasama media yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perusahaan pers yang disetujui untuk melakukan keijasama, 
melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk 
melakukan SPK dan/atau MoU.

(3) Keijasama pemerintah daerah dengan perusahaan pers dilakukan 
oleh sekretariat daerah dan/atau dinas.

(4) Keijasama dewan perwakilan rakyat daerah dengan perusahaan 
pers dilakukan oleh sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 20

(1) Program live, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan 
yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan surat 
pesanan/penawaran resmi dari Pemerintah Daerah yang 
dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Dinas.

(2) Standar penilaian siaran / tayangan perusahaan media elektronik 
dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

(3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat 
pesanan.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat 
dilakukan satu bulan atau lebih sesuai dengan ketersediaan 
anggaran dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang 
diatur dalam SPK.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi
sebagai berikut:

> Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Dinas melakukan pembinaan 
dan pengawasan atas pelaksanaan Peijanjian Keijasama.

(2) Sekretariat Daerah dan/atau Dinas dapat melakukan penelitian 
atau survei untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan 
masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.

(3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan 
pengawasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal 22- V̂ C\ 202-3


